WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR-
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 53 TAHUN.2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN" KEUAN GAN )AERAH

Menimbang

- Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-LMA,lI;-IAfZESA.A S

WALI KOTA BONTANG, =

. bahwa pedoman pembayaran utang kepada.{ ]h al¢ ketlga
belum dimuat dalam’ Peraturan Wah Kota Nomor 53; Tahun_"j.‘
2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kea.ng"ﬁ,“:,-l_ %

Daerah, perlu mengubah Peraturan Wah Kota yang teléh'.f'”
ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud i
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wah Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wah Kota Nomor 53_, . .
Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaa.n"

Keuangan Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk: _.

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang'

Pembentukan Kabupaten Nunukan Kabupaten Malmau.
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Tlmur da_n Kota

Bontang (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 1999. o S




Menetapkan

Undang—Undang Nomor 7 Tahunp 2000 te
atas Undang—Undang Nomor 47 Tahu

Nomer 74, Tehahas Lelﬁbafén?-ﬁégéié&fiaewﬁr Indones
Nomor 3962), = RN

3. Undang-Undang  Nomor 23 “Tahim:.
Pemermtahan Daerah (Lembaran N‘ ‘ ‘

Nomor 58, Tambahall Lembara.t
Nomor 5679); |

Daerah Kota Bontang Tahun 2015=:Nomor 3)

WALI KOTA BONTANG:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN '1 ;ATAS;_ i
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53- TAHUN:-"zo‘ls“TENTANG o
SISTEM DAN PROSEDUR . PENGELOLAAN -,1,_,KEUANGAN.__]'_]
DAERAH. » -




Pasal I

Di antara BAB IV huruf B angka 2 dan huruf B angka 3 L
(satu) huruf, yakni huruf B angka. 2 huruf A pada; Lamplrarl_'
Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Slstem dan?,“'l ST

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta"'= Daerah'

tidak terplsahkan dari Peraturan Wah Kota 1m

Pasal IT
Peraturan Wali Kota ini berlalmpadatanggaldmndangkm

Agar setiap orang mengetahulnya mememtahkan engundanganu;

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam‘Berxta ., aerah
Kota Bontang, ' L |

Dltetapkan* d1 Bonta.ng

NENIMOHRNIAENE .~ =~ .

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DABFAH KOTA BONTANG,

BERITA DAERAH KOTA BONPANG TAHUN 2018 NOMOR 54



LAMPIRAN

PERATURAN WALL KOTA BONTANG o

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG -

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA. NOMOR TAHUN 2015

TENTANG SISTEM DAN PR(DSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BABIV 5
BAGAN DAN SUSUNAN KODE REKENING

B.2.A. Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga

B.2.A.1 Uraian

Utang belanja adalah kewajiban yang tlmbul ak1bat hak atas

barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/ atau pe1ja:r1_'|1an komltmen 1;
telah dilakukan, namun sampai akhir periode: pelaporan belum dllakukan

pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/ peljanﬁan / kom:ltmen tersebut

Utang belanja kepada Pihak Ketiga merupakan kewag1ban Pemenntah" o

Daerah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/ jasa atau adanya da.na

Pihak Ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai: dengan tanggal pelaporan e R

belum dibayarkan. Adapun masa utang dengan Jangka walktu: petidek:. Yang.:% o

dimaksud utang dengan waktu jangka pendek adalah kewajlban yang
dibayarkan dalam walktu 12 (dua belas) bulan - setelah tanggal pelapora_n

Utang belanja kepada Pihak Ketiga berasal dari:

1. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya tetapl

sampai dengan akhir periode pelaporan belum d_tbayar oleh pemermtah : ‘

daerah.

2. Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/j Jasa menyelesalkanf CE

pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran ‘sesuat peraturan
perundang-undangan.

3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai *kekuatan‘ hukum - tetap
(inkrachi). |

Perlakuan akuntansi mencakup 3 aspek, yaitu:
1. Pengakuan

Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saé.t'tei'dai:)at' klaim- y’ang’ sah
dari pihak ketiga, yang dinyatakan dalam bentuk surat. penaglha_n (mvozce).

kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa’ yang BHelum

1



Pihak yang berhak :
Dalam kondisi. transakm pembehan barang dﬂakuk"j," '

(dalam perjalanan) tetap1 sa.mpa1 dengan tanggal
Pemerintah Daerah.

Dalam transaksi' pembelian . Jasa, utang.w f=”:.d1aku1

jasa/ bag1an jasa d1serahka_n sesuai pezjanﬁan teta'

tanggal pelaporan belum chbayar oleh Pememnt-ahz:.laer 1

2. Pengukuran , B
Utang kepada Pihak Ketaga dlmleu seb"’sar
pemerintahh  daerah atas barang /i asa yan

kesepakatan/peqanyan atau sebesa:r dana yan

pelaporan maka transaksi tersebut akan d1aku1 sebagzu utang =e;p::ufla :‘Plhak}{;_'-
Ketiga sebesar jumliah yang belum d1bayar oIeh Pemermtah Daera.h




3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang Jangk a
pendek yang harus segera dibayar setelah barang/gasa dlternna Oleh karenal
itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasﬂikam/posl’;;;_;_
kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada P:hak Ketlga dlungkapkanl -

di Catatan atas Laporan Keuangan {CaLK].

B.2.A.2 Prosedur Pengelolaan Utang Belanja

Prosedur pengelolaan Utang Belanja adalah sebagz—u benlcut

1.

Terdapat klaim yang sah dari pihak ke‘aga, yang dmyatakan dalam bentuk.‘_‘.jf-‘?i

surat penagihan (invoice} kepada Pemerlntah Daerah terkalt penemnaan' o

barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pem‘érmtah
Daerah. |

. PPTK melakukan identifikasi seluruh transak31 pembehan / pengadaan. :

barang dan/atau jasa yang telah diterima bar ang: dan/ atau ]asanya dengan.,,[r

bukti pendukung Berita Acara Serah Terima: Barang 100% dan dokumen O

pendukung lainnya yang sah, namun sampai- dengan tanggal :

keuangan belum dilakukan pelunasan bagi. pekex]aan denga_n ‘.-,mbenan :

kesempatan bukti pendukung Berita -Acara. Serah Tenma dan surat .‘;“

persetujuan  pemberian kesempatan dari- PPK (Peja‘lat Pembuat .

Komitmen)/Pengguna. Anggaran/Kuasa. Pengguna Anggara_n

. Bendahara Pengeluaran menyampaikan. kepada PPK Perangkatr Daerah I _:f‘j :
terhadap seluruh transaksi pembehan/pengadaan barang dan/atau’jasa
yang telah diterima barang dan/atan Jasanya: dengan bukt1 pendukung  : ';.: =
Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa serta dokumen pendukung:_‘_:_ o

lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
belum dilakukan pelunasan. ’ '

. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan keulang'ani‘:_b'éluﬁi dllakukan |

pelunasan atas transaksi pembelian/pengadaan baraﬁg';rdan-/.atau . Jasa: :
sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK Péraiﬁ'gkéf- -Délérah‘
mengusulkan surat pengakuan Utang Belanja kepada .-.I{éf)éila-"P.ér_ét_ng’:lcfatl |
Daerah. | | |

. Kepala Perangkat Daerah menyetujui surat pengakuan Utang Belanja atas'

transaksi pembelian/pengadaan barang dan/atau Jasa yang belumf
dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan

. Unit Akuntansi Perangkat Daerah mencatat Utang Belanga dalam Neraca

Peranglkat Daerah.

elaporan'»f R




. Kepala Perangkat Daerah mengajukan REKA- Pembaya_ran Uta_ng Belan"'ax“f:

. PPKD membuat perubahan atas Peraturan Wah Kota tentang{ 3

10.Pembayaran Utang Belanja seésuai dengan tagﬂzan plhak ketlga dengan-.' .

B.2.A.3 Persyaratan pencairan utang- belanja

- Utang belanja karena pemberian kesempatan: yang: meleblhi-:.‘,.:b.; i

akun belanja langsung tahun anggaran benkutnya sesua.l kode rekenmg.

berkenaan kepada TAPD untuk dibahas dan dlsahkan 1‘116'1'1_]8.(11 DPA_

en"abaran-_-:< e
APBD tahun anggaran berikutnya dan dlberltahukan kepada Pimpman:’ &
DPRD. | o

. Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tahl

anggaran berikutnya tersebut selanjumya d1tampung dalain RKPD
Perubahan, KUA/PPAS Perubahan dan Peraturan Daerah tentang[‘
Perubahan APBD tahun anggaran benkutnya

SP2D 1.S.

1. Utang belanja karena belum dﬂakukan pembayaran Oleh Pe g

Daerah, dilengkapi persyaratan meliputi: , SRR
Berita Acara Serah Terima Barang atan Jasa 100% (seratus persen),
Surat Tagihan Kekurangan Pembayaran,

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penj abaran APBD

DPA Belanja Langsung Perangkat Daerah '

SPD;

Anggaran Kas; ‘

SPP/SPM/SP2D Pembayaran Utang Belanja, dan

. Buku Kas Umum.

S S -

anggaran berjalan, dilengkapi persyaratan mehputl P

a. Dokumen persetujuan pemberian kesempatan pekeljaan melampam o o
tahun anggaran; _ .

b. Berita Acara Serah Terima Barang atau- Jasa pada alkhir tahun anggaran L
berjalan; o

c. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa. 100% (seratus persen)

d. Surat Tagihan Kekurangan Pembayaran;

e. Perda Perubahan APBD yang memuat kekurangan pembayaran

f. DPA Perubahan Belanja Langsung Per. angkat Daerah

g. SPD;

h. Anggaran Kas perubahan;



i. SPP/SPM/SP2D Pembayaran Utang Belanja, dan
j. Buku Kas Umum.

hukum tetap (1nkracht]

perundang-undangan.




